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IINJAUAN FILOSOFIS PERTINDUNGAN tlAK MILII( AIAS

MEREK

AGU}IG SU'ATTIIII(O

hhrltu Hukum llninrsirs Airlarga,ll. Dharmamngu hhm 5eh,r SuaqaO286, tmait agung-rujatnih@phmom

IDSMf,CT
As part of lntellectud Prop€rty Rights, trademar*s ls an exclusive rigtrt. The rights contens two rights; to use and

to license the trademarks. According to Jereny Bemham all of property ls based on utility or happiness for maiority
people. On the other hand, according to Rousseau the propertl has social functions. The philosophy aspects of
trademarks as property can be used as guide ftat a tradernark must be protected from infrintement. The protection

of trademarks is very importart, because tmdemark has economic ralue.

Icy Words: tndemark, propcrtl, pm&ction, inllingemlnt

[ Plilttrf,tlu[il
Hak atas merek adalah hak yang bersifat khusus (exclusive)

yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan

sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk
menggunakannya. Pemberian hak khusus oleh negara tersebut,

membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus mela-

lui mekanisme pendaftaran, sehingga sifat pendakaran adalahwziib
(compulsory).Agar hak merek tersebut mendapat perlindungan dan

pengakuan dari negara, rnaka pemilik merek harus mendaftarkannya

pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek ter-

sebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek

tersebut dapat digunakan oleh setiap orang. Orang lain dapat meng-

gunakannya tanpa seizin pemiliknya, sebab merek tersebut masih

meniadi milik umum ( public domain). Untuk meniadi milik pribadi
(private domain), maka pemiliknya harus mendaftarkarvrya padz

Kantor Direkorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Depar-

temen Hukum dan HAM RI. Hal ini sebagairnana dirumuskan.lalam

Pasal 3 Undang-Undang Merek (UtlM) yang mensyaratkan bahwa

pendaftaran merek merupakan suatu kewajiban yang harus

III
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dilakukan oleh pemilik merek agar hak mereknya dilindungi oleh negara.

Menurut Rahmi Jened umumnya hak atas merek diperoleh melalui prosedur pendaf-

taran, walau di beberapa negara dikenal juga merek yang ddak terdaftar (unregistered

tndemark) yang dilindungi berdasarkan tradisi common law yang disebut equiry. Com-

mon law fdzlah tradisi hukum yang diwarisi dari Anglo Saxon yang berasal dari Keraiaan

Inggris (Bna'sh Empire) besertz koloninya, sementara Civil law merupakafl tradisi yang

diwarisi dari hukum Romawi yang dimulai pada 450 sebelum masehi ( Jened, 2000: 2).

Pasal 27 ayat 2 Universal Declaration of Human Wts 1948 menyebutkan, "every-

one has the dght to the prctection of the monl and the material intercst resulting from aay

scientific, Iitenry, or anistic production of whi& he,/she is the author." Apa yang rcrnrang

dalam Piagam tersebut membuktikan bahwa seseorarlg yang menghasilkan suatu karya

intelekual dapat dikaakan memiliki serlaclm natural dghts 
^tas 

karya tersebut.

Dhiana Puspitawati mengatakan pemberian hak natural semacam itu dapat

mengakibatkan suatu monopoli oleh pencipta aas karyanya. Adanya perlindungan hukum

terhadap karya yang dihasilkan, dapat memotivasi seorang peflemu untuk mengembangkan

penemuannya, sehingga akan banyak karya-karya yang akan dihasilkan. Sebaliknla,

irka karya intelekual tidak dilindungi oleh hukum, maka seorang penemu tidak akan

termotivasi unnrk meoghasilkar larya-karya intelektual, sehingga akan berakibat pada

kurangnya karya-l<arya intelektual yang dihasilkan (Puspitawati, 20[7: 45). Apa yang

dikemukakan oleh Dhiana Puspitawati tersebut sejalan dengan apa yarlLg dikemukakan

oleh Cooter dan lllen "....without a legal monopoly, not enouglt information will be

produced, but with the legzl monopoly too little of the information ro be used. " Oleh

karena inr, dalam menentukan pemberian HKI atas suatu karya intelektual harus tetap

memperhatikan "welfare of the socieQl' (Puspiawati , 20ol:45).

Beraniak dari uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel

ini adalah bagaimata aspek filosofis perlindungan hak atas merek.

II. ilETODEP[Ifi[IrI[il
A IEIODE PEI{DEIOTAI{

Penelitian hukum ini bersifat normatif, mengingat pembahasannya difokuskan pada

peranran perundang-undangan di bidang merek &n peraturan perundangan lain yang

terkait, (Marzuki, 2000: l5). Pendekatan masalahnya adalah pendekatan undang-undang
(starute approach), (Maranki, 20O5: 93). Menyangkut pembahasan tentang dasar filosofis

perlindungan hukum merek digunakan pendekatan konsepnral (conceprual approach).

B. Btlril IUt(Ut

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan berupa bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturao perun&ng-undangan yang
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mengatur tentang Merek. Peraturan perundangan yang utama adalah UU No. 1512001

tentang Merek serta peraturan pelaksanannya, lru No.5/ 1999 terrlan:g l^arangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan, PP

No. 42/2007 tentang waralaba. Sedangkan perianiiao internasionalnya adalah persetujuan

TRIPs, sementara yang menyangkut konvensi yal<ni Paris Convention for The Protecion

of Industrial Propefty. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teksniteratur yang

membahas tentang prinsip dasar perlindungan merek.

G. PNOSEDUR PEI{GUTPII'AI{ SAIITI{ IIUruil

Bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan di bidang merek dan

peraturan pelaksanaannya dikumpulkan melalui metode inventarisasi dan kategorisasi.

Bahan hukum lainnya dikumpulkan dengan sistem kafiu cztatan, baik dengan karnr

ikhrisar yang memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, dan secara secara garis besar, karnr

kutipan yang &pergunakan untuk mencatat pokok permasalahan yang disaiikan, serta

kartu ulasan yang berisi analisis atas masalah yang ditemukan.

D. ltru$S Blflil [UlUf
Terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang telah terkumpul melalui

invenarisasi tersebut, kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekaan undang-

undang (sarute approach) dan pendekatan konsep (conceprual approach) unwk
memperoleh pengetahuan yang mendasar dari batran hukum tersebut dikaitkan dengan

teori-teori yang ada. Set€lah inr, bainn hukum yang telah diklasifikasikan tersebut kemudian

dianalisis, dikaji, dan dipelajari dengan membandingkan dengan doktrin, teori &n prinsip

hukum yang dikemukakan gara ahli, yang pada akhimya dianalisis secara normatif dengan

memberikan argumentasi hukum.

IIt TT$II,PEIfiLITIf,II DTII iMI.IS$
I(OI{SEP HX( TEREK SEBAOAI SUATU IIAI( TIuI( (PNOENTY)

Hak merek merupakih 6agian dari hak rnilik (propety). Menurut,Iolm lacke, yang

mengajarkan teori tentang kepemilikan (propety), hak merek berkaitan dengan Hak

Azasi Manusia / HfljVl, (Human Nghts ) dengan pemyataannya yang terkenal: Iife, Libefty

and Propety Qened, 2007:25-20. John Locke membuat pemyataan bahwa semula dalam

status naturales (sate of naate) suasana zrrturn te[teram dan tidak ada hukum positif
yang membagi kepemilikan aau pemberian wewervrng seorang tertentu ufltuk memerintah

orang lain. Hal itu merupakan kewajiban moral aas perilaku sesorang terhadap orang

lain. Kewajiban mana dibebankan oleh Tuhan dan hal itu dapat dilihat dari berbagai

alasan. Namun kemudian, status naturalis tidak depat terus dipertahankan, karena negara

tersebut tidak memiliki hakim yang dapat memberikan terjemahan yang mengikat dari
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hukum alam untuk menyelesaikan pertentangan kepentingart antata individu. Untuk itu

rakyat membentuk status civiles (srare of civilized) karena kewenangannya akan menye-

diakan suatu pengaman bagi hak-hak alamiah yang tidak tersedia dalam stanrs naturalis

Qened,2OOT: 25-26).

Sementara itu konsep "Nght, Ethic and State" yzng dikembangkan oleh Friderich

Hegel pada tnttnya menyatakan bahwa sebagai eksistensi kepribadian ( The kistence of
Personality), kekayaan diantata sesuatu kebendaan lainnya, dalah sararn dimana

seseorang dapat secara obyekif mengemukakan kehendak pribadi dan nrnggal (|ened,

2007: 77). Hegel mempertahankan konsepnya tentang kekayaan (property) dengan

membedakan antara fungsi kemudahan pilihan dari institu sike}clyazn (prcperty instiwtion)

secara inheren pada level hak abstrak (abstract right) dari evolusi optimum dalam etika

kehidupan (ethical,hfe). Kepribadian (personality) sebagai kekuatan yang memberikan

kemampuan untuk mengenali dirinya sendiri dan menterjernah-kan kebebasaonya secara

ekstemal untuk eksis sebagai stanr ide. Unnrk inr, menurut flegel suatu kekayaan (propny)

pada suatu tahap tertentu harus menjadi suatu hal yang bersifat gnbadr (private) dzn

kekayaan pribadi menjadi lembaga yang bersifat universal. Hal inilah yang menjadi

dasar pembenaran HKI (|ened, 2005: 17). Hak kebendaan tersebut bersifat khusus (ex-

c/usrye) yang bersifattanggal (single ngfir), monopoh (monopoly righr) dan paling unggul
( superior right) (Hanhap, 1996 6L6). Ketiga sifat tersebut pada dzsanya merupakan

manifestasi bahwa siapa yang memiliki HKI, ia dapat berbuat bebas untuk menggunakan

haknya dan melarang orang lain tanpa iiinnya untuk menggunakan hak tersebut.

Baik konsepsi John Locke maupun Hegei berawal dari teori hukum alam yang

bersumber pada moralitas tentzng apa yang baik dan apz- yang buruk. Hak darniah
(naa:ral ngrlrs) diderivasi dari alam yang sesungguhnya untuk materi yang berwrrjud.

Keduanya tidak langsung memberikan konsepsi tentang Hak Kekayaan Intelektual
(Intellecual Property Rights), a*rnya konsep umum dan pembenaran kekayaan telah

didominasi daikekayzan yang berwujud (pfiysical property). John Iocke mangangggap

bahwa barang-barang disediakan, namun tidak dapat dinikmati dalam status naturalis,

sehingga seseorang harus mengkonversi barang-barang tersebut dari barang alamiah
(narunl good) meniadi barang pribadi (private goods) dengan melaksanakan upayanya

terhadap barang-barang tersebut. Nilai tambah atas lpaya pada lnranr;g-barang tersebut

membuat bztatg-barang tersebut mampu dinikmati. Upaya yang telah dikorbankan
seseorang inilah yang harus dihargai (Jened, 2006: 16). Penghargaan itu diwujudkan
dalam bentuk hak, yang bisa berupa Hak Kekayaan Intelektual (Intellecatal Propefty
Rights), di mana salah satr: di antaranya berupa Hak Metek (uademark rights).

Pemikiran tersebut sejalan dengan ap y^tg dikatakan oleh William van Caenegem

"at the most basic heveL, intellecntal prcpetty dha are said to provide an incentive for the
produaion of intellecanl gnds that are of atlatral or pnaical ualue to s@ieql (Caenegem,
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2006: 8). Incentive dalam konteks ini tidak lain menrpakan suatu penghargaan, bahwa

kepada seseorang yang telah bersusah payah menghasilkan karya intelektual harus

diberikan penghargaan yang sepadan dalam bennrk hak yang sifatnya monopoli dan

ekonomis. Kebiiakan pemberian hak yang bersifat monopoli inr berlaku secara universal

dan akrual, sebagaimana dikatakan oleh Villiem van Caenege," poliq isxes in intellec-

rual property law are often addressed in terms of monopolf (Caeregem,2006:9).

Penghargaan dalem benuk incentive tersebut merupakan rcwatd yatg diberikan

oleh negara kepada orang yang telah bersusah payah berifikir mencipakan ide sebagai

suatu gagasan karya intelektual yang bersifat khas dan pribadi, dengan memiliki ciri dan

kepribadian tertentu. Karya intelelirual yang berupa merek tersebut patut diberi

pengbargnn dalam bentr-rk perlindungan hukum, manakala telah didaftarkan pada negara.

Hal itu sebagaimana dikatakan oleh John Locke yang menekankan pada upaya

dalam menghasilkan kreasi intelekual merupakan hak yang harus dihargai dan secara

langsung upaya tersebut berimplikasi pada kompensasi ekonomi (incentive) (Canegem,

20Cf;9). Hal senada iuga dikatakan oleh Mark J Davison:

Hence, ft b aryued tht th€re is no incentic to wrtte a nod, produce an artisdc rlor* or makc a frlm

if h can be copled by anpne who chooees to do rc. Slmlhrly, sen lf the work nury bc cratad elen wtthout

the lncentive of lntdlecoJal propert/ rlghts, there ls a lhde incentlw for a cratbrto urdetakB the frr6er and

pocslbty wen moru difilo'rh task of dissemindng th. snbFcr ratter to dn public a la4e (Datbon, 2008: 3).

Konsep John Locke tersebut oleh Hegel dilengkapi dengan penekanan kreasi

intelektual rnerupakan perwujudan kepribadian (penonality) sebagai hak abstrak (aF
s0raci- right) sebagai alasan manusia eksis dan penghargaan tidak semata-mata kompensasi

ekonomi, tetapi lebih bersifat etis dan moral (rcwarA yargberimplikasi pada pengakuan

hak moral (monl right). Menurut Hegel, kekayaan (property) sebagai identifikasi pribadi

juga memberikan manfaat bagi masyarakat (Davison, 2008: 3).

Sementara Jeans Jacques Rousseau mengatakan bahwa konsep tentang hak milik
berangkat dari hak kodrati. Milik atas jurnlah terbatas, yang dapat digarap oleh seseorang

adalah hak yang keramat, sementara milik yang tak terbatas yang dibenarkan oleh John
Locke dan kemudian merupakan ketentuan dalam masyarakat-masyarakat Eropa modem,

tidak dapat dibenarkan karena ketentuan itu merampas setiap milik seluruhnya keba-

nyakan orang dan dengan demikian bertentangan dengan hak alamiah dan pemerintah

yang meniunjung tinggi hal tersebut sungguh tidak adil (Macpherson, 7989:37).

Konsep Rousseau tersebut menekankan pada fungsi hak milik (propeny) harus

berfi:ngsi sosial. Sebenamya dalam HKI pun, konsep seperti itu su&h ada. Hal itu terbukti
pada Hak Cipta dengan konsep asas fafu dealing (pembatasan) yang dianut dalam UU

No. 19l 2002 tentang Hak Cipta. Demikian iuga dalam UU No. 14/2001, tentang Paten ,

yang mengenal adanya lisensi wajib (ampulnry license). Kedua hal tersebut pada asasnya

bemrjuan ufltuk mernberikan kesempatan pada pthaVorzrtg lain, untuk menggunakan

@
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HKI yang bersifat eksklusif, yang cenderung bersifat monopoli.

Konsep seperti dalam hak cipu dan paten tersebut terdapat juga dalam hak merek,

meskipun tidak sama, yakni dalam bentuk perlanjian lisensi merek, karena peqanjian

lisensi merek pada asasnya adzlah pga untuk memberikan kesempatan pada pthalr/

orang lain untuk menggunakan hak merek tanpa meianggar hak eksklusif merek.

Menyangkut konsep merek sebagai $ral) properE, Jeremy Bentham berpendapat

bahwa semua hak milik dan hak-hak pemerintah didasarkan atzs azaz kegunaan aau

kebahagiaan terbesar bagi umat manusia, kebahagiaan yang diukur dengan banyaknya

kesenangan yang melebihi penderitaan (Macphers orr, 1989: 49) . Konsep HKI memandang

bahwa kegunaan yang dimaksudkan oleh Bentham tersebut diwujudkan dalam berbagai

nanfaat atas kepemilikan atas suatu hak milik intelektual yang bermanfaat bagi rnanusia

dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, hak merek yang bermanfaat untuk
membedakan anara barang dan atau iasa seienis, sehingga sangat membantu pengusaha

dalam memproduksi dan memasarkan merek barang darr atau jasa. Konsep Jeremy
Bentham tersebut lebih menekankan pada fungsi darr manfazt.

Pemikiran John Iocke yang terorang dalam labow theory of yopeny darr doktin
utiliarian meoyatakan bahwa obyek yang dihasilkan oleh seseorang melalui perpaduan

antara labow dar, resoutces adalah merupakan hak milik orang tersebut. Meskipun

demikian, teori tersebut ada batasannya yaitu tidak ada batxan jumiah hak milik yang

dapat dipunyai seseoffrg sepanjang hal tersebut tidak akan merugikan orang lain.

Sementzra dol<ttin utilitarian, berusaha untuk memaksimalkan keseiahteraan kelompok.

Doktrin itu mengatakan bahwa HKI memberi kompensasi kepada mereka yang

menghasilkan karya-karya intelekual. Sebaliknya tanpa HKI, karya intelektual akan mudah

dibaiak dan hal itu akan memadamkan motivasi penemu,/pencipta untuk menghasilkan

karya-l<arya ntelekuai. Dokrin utiliarianmenekankan pada kesejahteraan jangka paniang

&ri masyarakat, sehingga peflggunaan katya-karyz intelektr.ral dih]jukan untuk masa

depan (Macpherson, 1989: 49).

Doktrin utilitarian tels,eb:ut sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) Univesal Declaration of
Human Nghts yang menyebutkan, " everyone has the right freely to paticipate in the

culrunl life of the community, to enjoy the ans and to share in scientific advancement and

its benefits" Pasal tersebut mempertegas bahwa setiap orang berhak menikmati karfa-
karya intelektual, sehingga akan sangat penting untuk mendapatkan akses ke komoditi-
komoditi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pemberian suatu HKI, harus tetap

memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam mengabulkan

permohonan HKI harus mengingat 'society welfare' (kesejahteraan masyarakat) dan tidak
meneapkan semua karya intelekn:al &lam suatu tingkatan periindungan ya g sarrla

(Macpheson, 1989:49D.

Pada asasnya hak merek sebagai bagian dai HKI dihasilkan dan &kembangkan
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atas dasar pemikiran yang mendalam danbiaryayarg besar. Oleh karena itu, perlindungan

hukum terhadap pemilik hak merek dipandang sebagai sesuatu yan;g waiar. Reward

theory merryatakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik hak

merek adalah identik dengan penghargaan. Penghargaan itu diwuiudkan dalam bentuk

proteksi kepada pemilik merek te*vdap siapa saia yang melakukan pelanggaran terhadap

hak mereknya. Sementara incentive theory menyatalan bahwa penghargaan tersebut

akan memberikan rangsangan bagi para pihak untuk menciptakan karya-karya inteleknral

baru yang lebih inovatif (Ismono, 20O5: 79).

Menurut Sunaryati Hartono beberapa teori tersebut didasarkan pada empat prinsip

hak kekayaan intelekn-ral pada umumnya yakni prinsip keadilan, prinsip ekonomi prinsip

kebudayaan dan prinsip sosial. Prinsip keadilan berkaian dengan penghargaan terhadap

pencipta karya intelektual. Penghargaan tersebut dapat berupa materi rnaupun bukan

rnateri seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyaoya. Prinsip

ekonomi menekankan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk
kekayaan bagi pernilknya (Hartono, 19822 ).24') . Kepemilikan tersebut akan men&patkan

manfaat ekonomi dalam bentuk royalty kalau dilisensikan. Prinsip kebudayaan

menl,aakan bahwa larya intelektual manusia dapat menimbulkan suatu gerak hidup,

membangkitkan serungat dan minat untuk mendorong lahimya karya intelektual baru.

Konsep ini menekankan oernrmbuhan dan perkembangan hak kekayaan intelektual

sangat besar artinya bagi taraf kehidupan peradaban dan marabat cranusir. Prinsip sosial

berkaian dengan tuiuan pemberian hak kekayaan intelektual yang tidak hanya memenuhi

kepentingan perseorangan atau badan hukum saja, melainkan juga memberikan

kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pendapat Sunaryati Hartono tersebut

pada &samya sama dengan pendapatJeremy Bentham, yang mengatakan bahwa semua

hak milik diletakkan pada azas kegunaan atz,t kebatu;gjzart, terbesar bagi umat manusia,

kebahagiaan yang diukur dengan banyaknya kesenangan yang melebihi penderitaan.

(Macpherson, L989:4D.

Hak eksklusif yang terdapat dalam hak merek, menurut Yahya Harahap meliputi
jangkauan: (Hartono, L982: 124).

a. menciptakan hak tunggal (sole or single righf), artinya dalam hal ini negara memberi

hak tersendiri kepa& pemilik merek, dimana hak terpisah dan berdiri sendiri secara

utuh taopa campur tangan dan intervensi pihak iain;

b. mewujudkan hak monopolisG (monopoly right), artinya dengan hak monopoli berarti

melarang siapapun untuk meniru, memakai dan mempergunakan mereknya dalam
perdagangan barang atau jasa tatpa izin pemilik merek;

c. memberi hak paling unggul (supenor right), artnya dengan memegang hak khuzus

atas merek akan mengungguli merek orang lain untuk dilindungi.
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Hak eksklusif yang berupa hak monopoli tersebut telah dijamin sepenuhnya dalam

Pasal 50b UU No. 5/1999 tent^ng l,arangart Prakik Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat, yang dengag tegas menyatakan, "Yang dikecualikan dari ketentuan undang-

undang ini adalah perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan inteleknral seperti

lisensi, paten, merek dagang, hak cipa, desain produk industri, rangkaian elektronika

terpadu, dan rahasia dagang, serta perjaniian yang berkaitan dengan waralaba". Dalam

hak merek, karena merupakan hak kekayaan intelektual, manfaatnya tidak hanya

dirasakan oleh pemilikri a , tetzrpi irya masrTarakat luas.

Konsep harta kekayaan menurut hukum Indonesia, meliputi benda dan hubungan

hukum unnrk memperoleh benda tersebut, dengan kata lain, meliputi berrdz (zaak) dan

perikatar (vetbintenis).fernentara hartakekzyaat adalah milik seseorang yang memiliki

nilai ekonomi. Menunrt Pasd 49 B!7 pengeaian br;l.da (zaak) meliputi barang dan hak

(recit). naik harta kekayaan maupun hak yang melekat diaasnya diakui dan dilindungi

berdasarkan buki yang sah.

Pengertian hak fan&tg!4gat dalam Hak Kekayaan Intelektual, termasuk di dalamnya

hak merek, terdaytt beberapa prinsip yakni, hak otorius dan hak privat (Purba, 2005:

12).

l. H t( omnIils
Hak otoritas maksudnya, hak kekayaan intelektual adalah hak, dan sebagai hak

merupakan harta atau aset berupa benda yang tidak berwujud (rnangrble assets). Stephen

Carter menulis adanya dua perasaan (senses) tentarg propefty. Pertarna, teoritisi hukum

merujuk property dalam kaitan dengan perangkat hubungan hukum yang relevan. Kedua,

addah property dalam bahasa sehari-hari yang mengaitkannya dengan konsep barang

at r tes yang berkonotasi pula dengan pemilik @urba, 2005: 13). Jadi HKI baru ada

secara hukum jika telah ada pengayoman, penaungan, atau perlindungan hukum &ri
Negara atau otoritas publik terhadap suau karya intelekual. Melalui mekanisme pengurusan

dokumentasi diberikan hak kepada pemohon hak kekayaan intelektual, termasuk

diantaranya inventor, pendesain aau pemilik merek. Jadi dalam hal ini terdapat 3 unsur

utama, yaitu hak ekskliilf, nega n dan jang$a waktu tertentu. Hak yang didapat dari

otoritas publik menimbulkan eksklusivitas atau kepemilikan, sehingga si pemilik dapat

melarang pihak lain menggunakan hak tersebut tzrLpa izinnya. Mengenai Negara, hukum

Intemasional menempatkan Negara sebagai otoritas tertinggi di dunia. Tidak ada otorias
yang lebih tinggi dari pada Negara. Kalaupun ada lembaga Intemasional, lembaga ini
mendapat mandat dari Negira- negara yang membentuk lembaga termaksud. Jadi, bukan

karena memang adanya kewenangan pa.da lembaga itu. Pengayoman, penaungan atau

perlindungan hukum kedua disamping pemberian hak seperti terurai di atas ad"lah

penegakan hukum (law r$tgrcement). Tid^k ada gunanya pemberian hak, jika tidak ada

penegakan hukum yang sepadan. Secara esensial hak eksklusif adalah monopoli untuk
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iangka waknr dan syarat-syarat tertentu. Tenang monopoli itu dilukiskan dengan tepat

oleh Makhamah Agung USA dalam putusan Zenith radio Corp v Hazeline Research, Inc

sebagai berikut: " The heart of patentee's legal monopoly b the igfit to invoke the state's

powe$ to prevent othen from utilizing his discovery without his consenf (Purlra, 2005:

14).

2. llAl( PnlYAr ilil PA$n

Hak privat dan pasar dalam kaitan dengan Hak atas Merek sebagai bagian &ri Hak

Kekayaan Inteleknral merupakan hak kebendaan yang bersifat individual, peroraflgan

dan privat. Hak yang sifatnya individual tersebut melekat pada pemiliknya. Konsep inr

iuga terdapat dalam konsep hukum perdata tentang hak mi[k. Pasal 570 BV menegaskan:

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa

dan hak untuk berbuat bebas terha&p keben&an itu dengan kedaulatan

asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diteapkan

oleh sesuatu kekuasaan yang berhak meneapkannya, dan tidak mengganggu hak - hak

orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi akan pencabr.ran hak itu demi

kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran

ganti rugi.

Hak atas merek sebagai hak kebendaan bergerak yang tidak berwujud iuga
memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada pemiliknya untuk berbuat bebas dengan

hak kepemilikannya. Itu tercendn dengan sifat eksklusif (khusu$ yang melekat pada

hak atas merek. Hak khusus tersebut mengandung dua macam hak yakni hak untuk
menggunakan (ro use) merek pada barang dan atzrt iasa yang diproduksinya dan hak

untuk memberikan ijin ( to ,&'cense) pada pihak lain untuk menggunakannya. Hak khusus

tersebut merupakan refleksi dari hak kebendaan yang melekat pa& hak merek. Hak

khusus tersebut juga memberikan hak bagi pemiliknya untuk menikmati kegunaan dari

suatu kebendaan serta hak untuk berbuat bebas terhadap hak atas mereknya, seperti

melisensikan, menghibahkan dan sebagainya. Hak-hak yang melekat pada hak atas

merek itu pada dasamya sama dengan hak milik yang memberikan beberapa manfaat

pada pemiliknya yakni: (Mulyadi,2@4: 138).

^. Hak untuk menikmati kegunaan dari suatu kebendaan;

b. Hak untuk berbuat bebas terha&p kebendaan itu dengan kedaulaan sepenuhnya.

Dalam konteks ini, berarti pemegang hak milik bebas unnrk meniual, menghibahkan,

menyerahkan benda yang dimililtnya kepada siapapun juga, selama hal tersebut

tidak bertenangan dengan keterrtuan yang memaksa, &n aau melanggar kepentingan

umum, atau hak-hak orang lain.

Menurut Kartini Mulyadi dan Gunawan Widiaya hak-hak kebendaan saat ini tidak
hanya dapat ditemukan dalam Buku II BV, melainkan pga tersebar dalam banyak
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peranrran perundang-undangan, antara lain perundang-undangan di bidang HKI (Mulyadi,

2004: 14). Mengingat demikian peflting fungsi dan peran HKI, termasuk hak merek

perlu dilakukan flratu proteksi dan perlindungan, agar pemiliknya dapat menikmati haknya

dengan aman. Perlindungan tersebut akan memberikan rasa aman bagi pemilik hak

untuk terus berkreasi dan berinovasi lagi. Kreasi dan inovasi tersebut merupakan invesasi

yang bersifat komersial, sehingga perlu diproteksi. Hal itu sebagairnata dikatakan oleh

Mark J Davison "The argument that legal protection is needed to encourage the creation

and dbsmiration of information is oftan aansformd into an atgument that any commercial

investment should be yoteded" (Davison, 2008:4).

Proteksi yang harus diberikan terhadap kepemitkan yang berupa hak merek, harus

diwuiudkan dalam bentuk peraturan perundangan yarry dapat memberikan kebahagsaxr

terbesar bagi sebagian besar ufivrt manusia, dao tidak sefiiata-mata mengedepankan hak

indMdu (Djumhana, 2006: 3). Hd itu berarti, pada sisi lain, hak merek sebagai bagian

dari hak kekayaan intelekn:al juga harus dapat dimanfaatkan oleh pihak lain. Pemanfaatan

oleh pihak lain tersebut dilakukan dengan mekanisme pemberian ijin yang dikenal dengan

nama lisensi.

Lisensi sebagai salah satu bentuk penggunaan hak merek melalui perjanjian yang

dibuat antara pemilik merek dengan orang lain. Sebagai bagian dari hukum perianiian,

lisensi merek tersebut suatu kontrak yang harus dihormati (Tanya, 2007: 80) Kontrak

lisensi merek yang terjadi atara pemilik merek dan penerima lisensi tersebut, menurut

Groaus merupakan implemenasi bahwa hak milik orang lain harus dihormati (Tanya,

2007: 80). Penghormatan terhadap hak milik tersebut dalam bentuk iiin jika orang lain

mau menggunakan hak merek orang lain. Hal ini karena hak merek bersifat eksklusif
(khusus). Di samping in:, menurut Grotius, iil<a l<ttz meminlam dan membawa keuntungan,

maka harus memberikan imbalan. Istilah kata meminjam tersebut bisa diartikan sebagai

meminjam hak merek orang lain untuk dipergunakan seseorang memproduksi barang

daa atau jasa. Bagi peminjam, karena hak merek tersebut telah memberikan keuntungan

dalam bennrk materi, maka ia harus memberikan imbalan pada pemilik merek. Imbalan

itu dalam bentuk royalti.

Selanjutnya Grotius ftga menyatakan bahwa setiap pihak yang terikat dengan

perlaniian, harus setia pada perjanjian yang telah dibuatnya. Pemyataan G.orius ini sesuai

dengan prinsip Pacta Sun Servanda, bahwa pada prinsipnya kontrak harus dilindungi.

Grotius juga menyatakan bahwa harus ada gantd rugi terhadap kerugian yang diderita

oleh orang lain dan harus ada hukuman terhadap pelanggaran yang teriadi. Pinsip
prinsip tentang hukum yang dikemukakan oleh Grotrus tersebut sangat sesuai dengan
prinsip-prinsip tenang hukum kontrak yang berlaku untuk perjanjian lisensi merek. Prinsip
prinsip tersebut dapat diterima oleh semua bangsa yang beradab, karena pada dasamya,

prinsip tersebut di&sarkan pada akal sehat (sensus communis) yatg dimiliki oleh semua
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orang (Tanya, 2007: 80). Prinsipprinsip tersebut merupakan refleksi dari teori hukum

alam yang dikemukakan oleh Grofius yaog pada dasamya menyatakan bahwa segala

ketentuan yang benar dan baik menurut ratio, tidak mungkin saiah, lagi pula adil.

Kebenaran teori hukum alam tersebut tidak dapat diganggu-gugat (Tanya,20O7:8O).

Ajarat Grotius tentang hukum alam tersebut berpangkal pada paham humanisme

yang memandang manusia sebagai suatu pribadi yang bebas dan memiliki hak-hak

tertentu. Kepemilikan pada hak-hak tersebut, merupakan sesuatu yang bersifat alami.

Hak-hak tersebut harus dihormati oleh orang lain. tlal itu iuga dikemukakan oleh Pulendorf

yang menyerukan sebuah perintah yang bersifat imperatif yang intinya fangan mengganggu

orar.g yang menyebabkan ia mengeluh bahwa haknya telah dirampas (Tanya, 2007: 80).

Apa yang dikemukakan Grotrus dan Pulendorf, pada dasamya sama dengan Lp yang

dikemukakan oleh John Iacke ya:ng mengajarkan teotang kontrak sosial. Menurut.[ofin

Iacke oraog-orang yang melakukan bukanlah otang yang keakutan dan pasrah, tetapi

mereka merupakan orang-orang yang tedb dan menghargai kebehasan, hak hidup, dan

kepemilikan harta sebagai hak bawaan setiap manusia (Tanya,2N7:80). John Iacke
memandang kepemilikan harta tersebut berwujud hak- hak dasar yang harus dilindungi

oleh hukum. Oleh karena itu, dalam konteks kepemilikan hak merek sebagai suatu

property, pemikiran-Iohn Iocke tersebut terimplementasi pada pemberian dan pengakuan

negara pada hak merek yang terdaftar sebagai hak milik pnbadi yang dapat digunakan

oleh orang lain melalui suatu iiin dari pemiliknya. Pemberian iiin tersebut merupakan

manifestasi hak pribadi yang melekat pada pemiliknya dan juga implementasi bahwa

hak milik pada dzsamya iuga berfungsi sosial.

Sebagai sebuah hak mfik (property), fiak merek tidak bisa dilepaskan dari suatu

equity yartg mencerminkan nilai sebuah merek, yang setidaknya bisa dipahami dari dua

perspektif utama yakni perspekif strategik yang bersifat subyelcif dan perspekif flnansial

yang lebih merupakan ekspresi obyekif nilai sebuah merek (Casavera, 2009: 12). Kedua

prespekif tersebut merupakan sesuatu hal yang melekat pada hak merek, yang berfi:ngsi

sebagai suatu strategi pemasaran atas produk barang dan atau jasa. Sebagai suatu strategi

perusaran, pemilik hak merek melihat adanya potensi untuk memenangkan persaingan

dalam merebut konsumen, jika mereknla merupakan merek terkenal. Sementara sebagai

suan: perspektif finansial, hak merek memberikan kontribusi finansial yang besar pada

pemiliknya jika dilisensikan pada beberapa pihak di banyak negaa. Apalagi jika merek

tersebut merupakan merek terkenal di dunia, karena keterkenalan suatu hak merek akan

membawa memberikan standar perubahan ekonomi yang signifikan bagi pemiliknya

sekaligus merupakan suatu modal untuk melakukan pengembangan lebih lanjut. Hal itu

sebagaimana dikatakan oleh Mark A. lemiey:

The standard economlc theory of imellectual properr/ is r,\ell known. lntellecnral cr€ations are ptblic
goods, much e:sler and cheaper to copy than they are !o produce in dle first place. Absent sorne form of
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exdr.rsine rigk over lmentions, no one (or rrct enough people) will boifier to innovate. lntellectual propertf

righs are thus a "solutiorf' to the public goods problem because ttrey printize the public good, and therefore

give potentid in\€ntors an incenti\re to engage in research and de\rdognert. (Lemley, 2ffi3: l)

Apa yang terurai di atas, merupakan suaru gambaran betapa pentingnya arti suatu

hak merek. Sebagai bagian dari HKI, merek tidak saja memhrikan manfaat yang besar

bagi pemiliknya, namun secara nyata telah memberikan dampak yang bagus bagi

kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Ig $ilPtl.lIDf,I{Sf,f,trI{
A SINPULIX

Konsep hak merek sebagai suait property (hak milik) mengharuskan adanya

perlindunSan hukum terkait dengan fungsi hak merek sebagai suatu harta kekayaan

yang berupa hak kebendaan tidak berwujud (inangible). Sebagai sebuah hak milik
fiak merek tidak bisa dilepaskan dari suatu equlty yang mencerminkan nilai

sebuah merek. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap merek sangat penting,

karena merek tidak saia berfi:ngsi ufltuk memHakan barang dan atau iasa seienis,

melainkan juga berfungsi ekonomis. Kedua fungsi itu, demikian penting dan vial bagi

pemilik merek. Fungsi sebagai pembeda, merupakan hal yang essenaal bagi merek dalam

pemasaran barang dan atau iasa. Secara ekonomis, fungsi merek berkaitan dengan

kekayaan (property) yang memberikan penghasilan (income) bagi pemiliknya. Sebagai

salah satu zumber penghasilan, malo hak merek perlu dilindungi dari perbuatan-perbuaan

yang mengarah pada pelanggaran dan keiahatan, karena akan merugikan pemiliknya.

Sebagai suatu property, hak merek pada dasamya menjadi salah satu bagian dari kekayaan
(asset) bagi pemiliknya, harus mendapatkan perlindungan dari negara.

8. SARAT

Agar perlindungan hak merek bisa berlalan efektif, maka pemiliknya harus

mendaftarkan mereknya pada kantor Direl:torat Jenderal HKI Departemen Hukum dan

HAM RI. Pendaftaran tersebut sifatnya wajib dan merupakan syarat agat kepada pemilik
merek mendapatkan sertifikat merek sebagai alat bukti hak yang sah.
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